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DPMD Tanah Laut : Delapan Persen Dana Desa Digunakan untuk BLT-DD

Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/272614/dpmd-tanah-laut-delapan-persen-dana-desa-digunakan-

untuk-blt-dd

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (DPMD) Tanah Laut, Kalimantan Selatan Ibnul

Qoyim mengatakan, fokus prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021 di 130 desa se-

Tanah Laut mengalami perubahan,  jika dibandingkan dengan prioritas penggunaan

dana desa pada tahun-tahun sebelumnya.

"Perubahan ini berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,"ujar Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanah Laut Ibnul

Qoyim, di Pelaihari, Kamis (12/8).

Guna mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Mikro di desa, menurut dia, prioritas dana desa ditentukan penggunaannya

untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

Paling sedikit, jelas dia, delapan persen dari dana desa yang diterima oleh

masing-masing desa untuk kegiatan pencegahan pandemi COVID-19.

"Adapun kewenangan desa antara lain,  untuk aksi Desa Aman COVID-19 dan

pembentukan satuan tugas Desa Aman COVID-19,"ungkapnya.
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Lebih lanjut Ibnul Qoyim mengemukakan,  dari dana desa tersebut bisa

dilakukan pembinaan sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam

penerapan protokol kesehatan,  seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak

aman, dan mengurangi mobilitas.

Selain itu, jelas dia, juga digunakan untuk membentuk pos jaga desa atau

memberdayakan pos jaga desa yang telah ada, menyiapkan tempat cuci tangan atau

penyanitasi tangan dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan.

"Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.07/2021 Tentang

Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala)

mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor : 67 Tahun 2021 Tentang

Desa Aman COVID-19 dan bantuan langsung tunai,"terangnya.

Hal itu, papar dia, berguna untuk menambah kewenangan desa dalam

penanganan terhadap masyarakat desa terpapar COVID-19,  seperti memfasilitasi

pembuatan dapur umum, pemberian makan minum atau multivitamin bagi masyarakat

yang isolasi mandiri.

Ibnul Qoyim berharap,  dengan bertambahnya wewenang setiap desa, maka

dapat menahan laju penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten

Tanah Laut.

“Ini bentuk partisipasi desa terhadap kabupaten untuk meringankan beban
penggunaan dana kabupaten, jadi desa juga ikut andil dengan penggunaan dana minimal

delapan persen,” harap Qoyim.
Kemudian, sambung dia, terdapat pula beberapa perubahan pada bantuan

langsung tunai dana desa (BLT-DD), dimana desa dapat melakukan pengajuan

penyaluran BLT-DD sebanyak tiga bulan serta peluang untuk menambahkan Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Tambahan kewenangan penggunaan dana desa, tegas dia, berdasarkan Perbup

No : 67 Tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan masing-masing desa telah melakukan

perubahan anggaran dana desa.

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/272614/dpmd-tanah-laut-delapan-persen-dana-

desa-digunakan-untuk-blt-dd, 12 Agt 2021.

2. https://portal.tanahlautkab.go.id/tangkal-covid19-desa-bantu-tangani-asupan-para-

isoman, 12 Agt 2021.
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Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa

PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini

untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai

sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun

2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang

hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan

untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu

penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2020;

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun

2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan

bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit

yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar,

paling sedikit berupa:

a.Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

b.pandemi flu burung;

c.wabah penyakit Cholera; dan/atau

d.penyakit menular lainnya.

2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana

Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum

terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai
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(BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan

sakit menahun/kronis.

4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.


